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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP 

KETERTIBAN UMUM 

(Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn) 

 

OLEH 

 

MULKI ALGANI S. HRP 

188400023 
 

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan 

masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga tindak pidana 

ketertiban umum harus ditindak secara represif bagi penegak hukum baik aparat Kepolisian, 

Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum?.  

bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam 

Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis 

normatif dengan sifat penelitian deksriptif dan sumber data yaitu data sekunder. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library 

research) serta kemudian menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

bahwa pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia 

diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Kedua, Penegakan hukum pidana bagi 

pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN. 

Mdn, dimana Terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang 

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu ketentuan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap 

ketertiban umum di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP yang memuat tentang 

tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang 

kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun. 

 
Kata Kunci: Ketertiban Umum, Pelaku Tindak Pidana, Penegakan Hukum. 
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ABSTRACT 

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT FOR PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST 

PUBLIC ORDER 

(Decision Study No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn) 

 

BY 

 

MULKI ALGANI S. HRP 

18840023 

 

Crimes against public order are acts that disturb the community, causing psychological, 

biological and material harm to the victim, so that public order crimes must be dealt with 

repressively by law enforcers, including the Police, Prosecutor's Office and District Court. The 

formulation of the problem in this research is 1) how is criminal law enforced for perpetrators 

of criminal acts against public order? 2) what are the obstacles to law enforcement for 

perpetrators of public order crimes in Decision no. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn? The research 

method is normative juridical legal research with descriptive research characteristics and the 

data source is secondary data. The data collection technique uses field research and library 

research and then analyzes it using a qualitative approach. The research results show that 

criminal law regulations for perpetrators of crimes against public order in Indonesia are 

regulated in Article 170 of the Criminal Code and Article 358 of the Criminal Code. Second, 

enforcement of criminal law for perpetrators of crimes against public order based on Decision 

no. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, where the Defendant Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng 

assured that he was guilty of committing a crime by jointly committing violence against people 

as in the first alternative indictment with a prison sentence of 1 (one) year. The conclusion 

obtained is that the criminal law provisions for perpetrators of crimes against public order in 

Indonesia are regulated in the provisions of Article 170 of the Criminal Code which contains 

criminal acts of violence with joint force in public against people or objects, violence against 

people as in the first alternative charge with imprisonment for 1 (one year. 

 

Keywords: Public Order, Criminal Offenders, Law Enforcement. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang akan selalu 

hadir dan menjadi peristiwa keseharian yang terlihat dalam lalu lintas hukum 

disuatu negara bahkan di Indonesia sekalipun Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang 

harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, 

bukan politik ataupun ekonomi. Hal tersebut didasarkan bahwa hukum adalah 

pengatur yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi sendi-sendi 

kehidupan yang dinamis. 

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap 

secara spontan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat 

umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan norma. Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku 

yang telah disahkan oleh hukum tertulis seperti merampok, mencuri, korupsi atau 

tindakan yang melanggar hukum.
1
 

Kejahatan menurut pandangan pakar kriminologi secara umum berarti 

adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 

pidana/kejahatan/criminal law) yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan 

                                                           
1 Ebta Setiawan, Pengertian Kejahatan, melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 

tanggal 5 Mei 2022, Pukul 17.00 Wib  
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2 
 

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh 

perhatian terhadap kejahatan, yaitu sebagai berikut:
2
 

a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 

b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal; 

c. Perilaku yang didekriminalisasi; 

d. Tindakan yang melanggar norma; 

e. Tindakan yang mendapat reaksi sosial. 

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 

menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian 

maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari suatu 

penilaian, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada 

manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh 

seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Bisa 

jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai 

kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan 

pendapat dalam masyarakat.
3
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membedakan antara perbuatan-

perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong 

pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari tiga Buku : Buku Pertama 

mengenai peraturan umum, Buku Kedua mengenai kejahatan dan Buku Ketiga 

mengenai pelanggaran. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang 

dilakukan bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, perubatan itu disebut 

                                                           
2 Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, Kriminologi, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), h. 2.  
3 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 108.  
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sebagai kejahatan. Demikian juga pada buku ketiga, setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya maka disebut sebagai 

pelanggaran. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur sedemikian rupa 

sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan. Sanksi pidana merupakan suatu 

jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap 

perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat 

mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.
4
  

Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem 

pemidanaan. Keberadaannya menurut pendapat Teguh Prasetyo, “memberikan 

arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam 

suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya suatu norma. Menurut 

pandangan Sudarto, mengatakan bahwa “sanksi dalam hukum pidana dapat di 

kategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide dasarnya berbeda 

kedua-duanya, sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan 

pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa 

diadakan pemidanaan itu.
5
 

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat ultimum remidium atau alat 

terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum 

pidana ini di nilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan 

upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memperhatikan 

berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk 

                                                           
4 Sandhi Amukti Bahar, dkk, 2015, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Penghinaan Melalui Sosial Media, Recidive Volume 4 No 1 Januari-April, h. 112.  
5 Kartono, 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan 

(Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2914/PN,TNG), Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika 

Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 10, Nomor 1 Maret, h. 128.  
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hidup.
6
 Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yaitu terdiri atas : 

1) Pidana Pokok : 

a) Pidana mati; 

b) Pidana penjara; 

c) Pidana kurungan; 

d) Pidana denda 

2) Pidana Tambahan : 

a) Pencabutan hak-hak tertentu; 

b) Perampasan barang-barang tertentu; 

c) Pengumuman putusan oleh hakim. 

 

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur 

sanksi pidana dari sanksi terberat hingga ke sanksi teringan. Dalam penjatuhan 

sanksi pidana haruslah pelaku terbukti telah bersalah dengan dapat dibuktikan 

adanya kesalahan melalui pengadilan dan putusan hakim. Namun sanksi pidana 

dalam penerapan hukum di Indonesia tentu masih dalam keadaan yang kurang 

sempurna atau seimbang berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu 

kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai berita baik melalui media 

cetak dan media elektronik terhadap penanganan kasus pidana kejahatan yang 

dirasa masih tebang pilih.  

Sebagai contoh tindak pidana kejahatan korupsi yang telah digolongkan 

menjadi tindak pidana luar biasa atas nama Idrus Marham selaku Menteri Sosial 

yang didakwa terbukti korupsi Rp. 2,5 Miliar dalam proyek PLN Riau-1 hanya 

dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara. Sementara kasus pencurian 

segenggam merica yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 66 Tahun, warga 

dusun sengkang, Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, 

Sulawesi Selatan yang sudah berkurang pendengarannya terancam dihukum 5 

                                                           
6 Ibid. 
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tahun pencara berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Permasalahan tersebut 

tentunya menjadi tanda tanya yang tidak asing lagi, dan juga telah dipahami oleh 

masyarakat Indonesia atas perbedaan penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh 

pelaku korupsi dan pelaku pencurian segenggam merica dimana tindak pidana 

yang dilakukan merupakan sama-sama tindak pidana kejahatan yang dilakukan 

oleh pelaku kejahatan dengan maksud tertentu tetapi dibedakan dengan ganjaran 

sanksi pidananya.  

Hal tesebut menjadi titik tolak dilakukannya PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN 

UMUM yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ghadafi Pulungan Alias 

Gepeng yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 

terhadap barang, dan dengan sengaja menghancurkan barang. Peristiwa tindak 

pidana tersebut terjadi di jalan K.L Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahari, 

Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saudara Muhammad Ghadafi Pulungan 

Alias Gepeng berdasarkan perbuatannya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran 

atau ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang-

barang dan orang.  

Berdasarkan perbuatan tindak pidana tersebut, apakah putusan hakim 

dirasa telah tepat dalam menginisiasi permasalahan atas kejahatan yang dilakukan 

Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng bersama kawan-kawannya terhadap 

ketertiban umum atau sebaliknya, memberi keringanan terhadap tindak pidana 

kejahatan yang sebagaimana telah merugikan korban baik materill dan immateriil 
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berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN.Mdn, tentunya hal tersebut 

diperlukan analisis dengan meninjau secara yuridis. 

Peristiwa tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh saudara 

Muhammad Ghadafi Pulungan Alias Gepeng bersama kawan-kawannya menarik 

untuk dibahas karena tindak pidana kejahatan tersebut dilakukan ditempat umum 

dengan terang-terangan mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat 

yang berada di daerah sekitarnya. Penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan 

analisis dan ditinjau secara yuridis sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang 

memiliki perilaku menyimpang dan merupakan suatu ancaman yang nyata atau 

ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau 

keteraturan sosial. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meninjau bagaimana pengaturan hukum dan saksi pidana bagi pelaku 

kejahatan terhadap ketertiban umum. Maka dengan alasan tersebut di atas, peneliti 

memilih judul untuk dilakukan analisis dengan judul “Penegakan Hukum 

Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi 

Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn) .” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1.   Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap 

ketertiban umum? 

2.   Bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana 

ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain dapat 

diketahui sebagai berikut : 

1.   Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi 

pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum; 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum bagi 

pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 

2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn. 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu 

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun 

berbeda dalam hal pembahasan yang dilakukan. Adapun penelitian ini setelah di 

telusuri mengandung kesamaan dalam beberapa segi pada skripsi-skripsi berikut 

ini: 

1.   Mardis Awaluddin, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar 2017, dengan judul sebagai berikut: 

“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap 

Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan 

terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama 

nomor putusan: 223/Pid.B/2015/PN.WTP sudah tepat, karena terbukti 

memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari 
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pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu hanya 

menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 10 hari dikurangi selama 

mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 

sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan 

meringankan pidana sudah terpenuhi. 

2.   Anhar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 

2022, dengan judul sebagai berikut: “Penegakan Hukum Pidana Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 

2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak 

pidana kekerasan secara bersamasama atau pengeroyokan di Kepolisian 

Sektor Sape cukup tinggi : faktor lingkunga masyarakat sekitarnya yang 

sangat memberikan peluang untuk melakaukan tindak pidana tersebut 

dan banyak orang tua yang melepastangan atau melepas tanggung jawab 

sebagai orang tua yang dimana seharusnya orang tua mendidik yang baik 

dan positif bagi anak-anaknya, adapun proses penyidikan kasus tindaka 

pidana kekerasan yang di tangani oleh penyidik Kepolisian Sektor Sape 

yang menangani kasus perkara tindak pidana yang dilakukan antar 

kelompok pemudan dan kelompok remaja yang mengakibatkan jatuhnya 

korban, sehingga kendala kepolisian dalam menangani kasus tersebut 

mengkaitkan dengan pasal 170 KUHP adalah dalam proses penyidikan 

yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan denga lancar 

karena penyidikan terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam 

proses pelaksanaannya yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat 

akan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan dalam pemeriksaan 
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tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan 

tersebut di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang 

berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini adalah terutama untuk 

Kepolisian Sektor Sape perlu melakukan penyidikan yang lebih akurat 

lagi sesuai prosedur dan aturan-aturan yang berlaku agar hasil yang 

diperoleh bisa memicu kedamaian antar masyarakat agar tidak akan 

terluang kembali dan mengetahui tentang aturan hukum dalam Pasal 170 

ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun penjara. 

3.   William Manaq Liamata, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar 2013, dengan judul sebagai berikut: 

“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap 

Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan 

terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama 

nomor putusan: 1619/Pid.B/2010/PN.Mks sudah tepat, karena terbukti 

memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari 

pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu 

hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 

dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam 

menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang 

memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

maupun masyarakat dan juga sebagai bahan refrensi. Manfaat penelitian ini dibagi 

dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan dan bagi pengembangan ilmu hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan menambah pengetahuan mengenai Penegakan Hukum 

Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum. 

b. Bagi Peneliti dan Pembaca 

Penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam 

kehidupan. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 
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Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 

2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum 

2..1.   Definisi Penegakan Hukum 

Melnulrult bahasa Indonelsia dikelnal belbelrapa istilah di lular “pelnelgakan 

hulkulm” selpelrti “pelnelrapan hulkulm”. Teltapi tampaknya istilah pelnelgakan hulkulm 

adalah yang paling selring digulnakan dan delngan delmikian pada waktul-waktu l 

melndatang istilah telrselbult akan makin mapan ataul melrulpakan istilah yang 

dijadikan (coineld). Dalam bahasa asing kita julga melngelnal belrbagai pelristilahan 

selpelrti: relchtstoelpassing, relchtshandhaving (Bellanda), law elnforcelmelnt, 

application (Amelrika).
7
 

Selcara konselpsional, maka inti dan arti pelnelgakan hulkulm telrleltak pada 

kelgiatan melnyelrasikan hulbulngan nilai-nilai yang telrjabarkan di dalam kaidah-

kadiah yang mantap dan melngeljawantah sikap tindak selbagai rangkaian 

pelnjabaran nilai tahap akhir, ulntulk melnciptakan, melmellihara dan 

melmpelrtahankan keldamaian pelrgaullan hidulp. Konselpsi yang melmpulnyai dasar 

filosofis telrselbult melmelrlulkan pelnjellasan lelbih lanjult selhingga akan tampak lelbih 

konkrelt.
8
 

Pelngelrtian pelnelgakan hulkulm melnulrult Jimly Asshiddqiel adalah selsulatu l 

prosels dilakulkannya ulpaya ulntulk telgaknya ataul belrfulngsinya norma-norma 

hulkulm selcara nyata selbagai peldoman pelrilakul dalam lalul lintas ataul hulbulngan-

hulbulngan hulkulm dalam kelhidulpan belrmasyarakat dan belrnelgara. Sellain itul julga, 

                                                           
7 Nur Solikin, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, (Jawa Timur: CV. Penerbit 

Qiara Media, 2019), h. 82. 
8 Ibid. 
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pelnelgakan hulkulm melnulrult Bagir Manan bahwa pelnelgakan hulkulm (law 

elnforcelmelnt) ataul diselbult julga melmpelrtahankan hu lkulm (handhaving van he lt 

relcht) seltidak-tidaknya melmulat dula makna yaitul;
9
 

a. Melnjaga ataul melmellihara agar hulkulm teltap dipatulhi ataul dijalankan; dan 

b. Melncelgah dan melngambil tindakan telrhadap pelnyimpangan ataul 

telrjadinya pellanggaran. 

Kondisi yang melrelselhkan masyarakat tidak selmata-mata telrleltak pada 

keltidakpulasan telrhadap praktik pelradilan (yang dapat diselbult selbagai pelnelgakan 

hulkulm dalam arti selmpit. Melnulrult Barda Nawawi Arif, pelnelgakan hulkulm yaitu l 

pelnelgakan sellulrulh norma ataul tatanan kelhidulpan belrmasyarakat (bidang politi, 

sosial, elkonomi, dan selbagainya). bahkan dapat dikatakan, bahwa keltidakbelrelsan 

(keltidakbelnaran, keltidakadilan, pelnyalahgulnaan kelkulasaan, praktik pilih kasih 

dan selbagainya) selhingga dipelrlulkan pelnelgakan hulku lm dalam arti lulas yang tidak 

selmata-mata melnjadi tanggulng jawab aparat pelnelgak hulkulm, teltapi julga 

selyogianya melnjadi pelrhatian dan tanggulngjawab selmula aparat dan pelmelgang 

pelran di sellulrulh aspelk kelhidulpan.
10

 

Pelnelgakan hu lkulm pada dasarnya melrulpakan konselkulelnsi atas pilihan 

nelgara hulkulm yang dianult olelh Indoelnelsia. Pelnelgakan Hulkulm (law elnforcelmelnt) 

dalam arti lulas melncakulp kelgiatan ulntulk mellaksanakan dan melnelrapkan hulkulm 

selrta mellakulkan tindakan hulkulm telrhdap seltiap pellanggaran ataul pelnyimpangan 

hulkulm yang dilakulkan olelh sulbjelk hulkulm, baik mellaluli proseldulr pelradilan 

                                                           
9 Jhon Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum 

di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.206. 
10 Ibid, h. 208. 
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ataulpuln mellaluli proseldulr non-pelradilan, arbitrasel dan melkanismel pelnye llelsaian 

selngkelta lainnya (altelrnativel delspultels or conflicts relsolultion). 
11

 

Bahkan dalam pelngelrtian yang lelbih lulas lagi, kelgiatan pelnelgakan 

hulkulm melncakulp pulla selgala aktifitas yag dimaksuldkan agar hulkulm selbagai 

pelrangkat kaidah normatif yang melngatulr dan melngikat para sulbjelk hulkulm dalam 

selgala aspelk kelhidulpan belrmasyarakat dan belrnelgara belnar-belnar ditaati dan 

sulnggulh-sulnggulh dijalankan selbagaimana melstinya. Dalam arti selmpit, 

pelnelgakan hulkulm itul melnyangkult kelgiatan pelnindakan telrhadap seltiap 

pellanggaran ataul pelnyimpangan telrhadap pelratulran pelrulndang-ulndangan, 

khulsulsnya yang lelbih selmpit lagi-mellaluli prosels pelradilan pidana yang 

mellibatkan pelran aparat kelpolisian, keljaksaan, advokat ataul pelngacara dan badan-

badan pelradilan.
12

 

Pelngelrtian pelnelgakan hulkulm itul dapat pulla ditinjaul dari suldult obyelknya, 

yaitul dari selgi hulkulmnya. Dalam hal ini, pelngelrtiannya julga melncakulp makna 

yang lulas dan selmpit. Dalam arti lulas, pelnelgakan hulkulm itul melncakulp pada nilai-

nilai keladilan yang telrkandulng dalam bulnyi atulran formal maulpuln nilai-nilai 

keladilan yang hidulp dalam masyarakat. Olelh karelna itul, pelnelrjelmah konselp law 

elnforcelmelnt kel dalam bahasa Indonelsia adalah “Pelnelgakan Hulkulm”.
13

 

Melnulrult Satjipto Rahardjo pelnelgakan hulkulm pada hakikatnya 

melrulpakan pelnelgakan idel-idel ataul konselp-konselp yang abstrak. Jadi melnulrultnya 

pelnelgakan hulkulm melrulpakan ulsaha ulntulk melwuljuldkan idel-idel telrselbult melnjadi 

                                                           
11 Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum 

Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To 

Legal Education In The Contect Of Human Resource Development), Majalah Hukum Nasional, 

Volume 48, Nomor 2, h. 3.  
12 Ibid, h.4. 
13 Ibid. 
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kelnyataan. Belgitul pulla delngan pelndapat Soelrjono Soelkanto, yang melngatakan 

bahwan “pelnelgakan hu lkulm” telrleltak pada kelgiatan melnyelrasikan hulbulngan nilai-

nilai yang telrjabarkan di dalam kaidah-kadiah yang mantap dan melngeljawantah 

dan sikap tindak selbagai rangkaian pelnjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, ulntu lk 

melnciptakan, melmellihara dan melmpelrtahankan keldamaian pelrgaullan hidulp.
14

 

Delfinisi pelnelgakan hulkulm dalam bahasa Ingrris dikelnal delngan istilah 

law elnforcelmant, seldangkan dalam bahasa Bellanda diselbult relchtshandhaving. 

Adapuln pelnelgakan hu lkulm dalam bahasa Indonelsia melmbawa pada pelmikiran, 

bahwa pelnelgakan hulkulm sellalul delngan forcel, selhingga ada yang belrpelndapat, 

bahwa pelnelgakan hulku lm hanya belrsangkultan delngan hulkulm pidana saja, pikiran 

selpelrti ini dipelrkulat delngan kelbiasan melnyelbult pelnelgak hulkulm itul polisi, jaksa, 

dan hakim, peljabat administrasi tidakdiselbult, yang selbelnarnya julga melnelgakkan 

hulkulm. disamping itu l, dalam bahasa Ingrris dikelnal istilah law elnforcelmelnt 

officelr yang artinya adalah thosel whosel dulty it is to prelselrvel thel pelacel.
15

 

Pelnelgakan hu lkulm pada dasarnya adalah sulatul prosels pelnyelrasian antara 

nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan sikap tindak ataul pelrilakul, dipelngarulhi ole lh 

belbelrapa faktor, yaitu l pelnelgak hulkulm yang ada; kelcakapan profelsional dan 

intelgritas kelpelribadian pelnelgak hulkulm; taraf kelsadaran hulkulm dan kelpatulhan 

hulkulm masyarakat; fasilitas pelndulkulng pelnelgakan hulkulm dan kelbuldayaan yang 

dianult olelh masyarakat yang belrsangkultan.
16

 

Hardjasoelmantri melngatakan, bahwa ada sulatul pelndapat yang kellirul, 

yang culkulp mellulas di belrbagai kalangan yaitul bahwa pelnelgakan hulkulm hanyalah 

                                                           
14 Ibid. 
15 Salman Maggalatung, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM Dimensi 

Keislaman dan Keindonesiaan, (Jakarta: Focus Grahamedia, 2014), h.8.  
16 Ibid, h.10 
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mellaluli prosels di pelngadilan. Pelrlul dipelrhatikan, bahwa pelnelgakan hulkulm 

dilaksanakan mellaluli belrbagai jalulr delngan belrbagai sanksinya. Adapuln pelndapat 

yang kellirul seloalah-olah pelnelgakah hulkulm selsulai delngan tulgas dan 

welwelnangnya masing-masing selrta telruls ditingkatkan kelmampulan dan 

kelwibawaannya dan dibina sikap, pelrilakul, dan keltelladanan para pelnelgak hulkulm 

selbagai pelngayom masyarakat yang juljulr, belrsih, telgas dan adil.
17

 

 

2..2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum 

Hal telrpelnting dalam pelnelgakan hulkulm selsulnggulhnya adalah delngan 

dielgakkannya hulkulm itul maka tuljulan hulkulm itul telrlaksana. Seltidaknya melnulrult 

Suldikno Melrtokulsulmo, dan A. Pitro, telrdapat tida ulnsulr yang haruls sellalu l 

dipelrhatikan dalam mellaksanakan pelnelgakan hulkulm, yaitul: Kelpastian Hulku lm 

(relchtszelkelrhelid/relchtsmatighelid), Kelmanfaatan (doellmatighelid) dan keladilan 

(gelrichighelid).
18

 

a. Kelpastian Hulku lm 

Melnulrult Gulstaf Radbrulch, telrdapat dula macam pelngelrtian kelpastian 

hulkulm, yaitul kelpastian hulkulm olelh hulkulm, dan kelpastian hulkulm dalam 

ataul dari hulkulm. Hulkulm yang belrhasil melnjamin banyak kelpastian hulku lm 

dalam masyarakat adalah hulkulm yang belrgu lna. Kelpastian hulkulm ole lh 

karelna hulkulm melmbelri tulgas hulkulm yang lain, yaitul melnjamin keladilan 

hulkulm selrta hulkulm haruls teltap belrgulna. Seldangkan kelpastian hulkulm 

dalam hulkulm telrcapai, apabila hulkulm telrselbult selbanyak-banyaknya 

ulndang-ulndang. Dalam ulndang-ulndang telrselbult tidak telrdapat keltelntulan-

keltelntulan yang belrtelntangan (ulndang-ulndang belrdasarkan sulaul siste lm 

                                                           
17 Ibid. 
18 Wicipto Setiadi, Op.Cit, h. 6. 
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yang logis dan praktis). U lndang-ulndang dibulat belrdasarkan 

relchswelrkellijkhelid (keladaan hulkulm yang su lnggulh-sulnggulh) dan dalam 

ulndang-ulndang telrselbult tidak telrdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan 

selcara belrlainan.
19

 

Kelpastian hulkulm selcara normatif adalah keltika sulatul pelratulran 

pelrulndang-ulndangan dibulat dan diulndangkan selcara pasti, karelna 

melngatulr selcara jellas dan logis. Jellas dalam artian tidak melnimbullkan 

kelragul-ragulan (mulltitafsir), dan logis dalam artian melnjadi sulatul sistelm 

norma delngan norma lain, selhingga tidak belrbelntulran ataul melnimbullkan 

konflik norma. Konflik norma yang ditimbullkan dari keltidakpastian 

pelratulran pelrulndang-ulndangan dapat belrbelntu lk kontelstasi norma, reldulksi 

norma, ataul distorsi norma.
20

 

b. Kelmanfaatan 

Kelmanfaatan melrulpakan hal yang paling ultama didalam selbulah tuljulan 

hulkulm. telrkain kelmanfaatan hulkulm ini melnulrult telori ultilistis, ingin 

melnjami kelbahagiaan yang telrkelsan bagi manulsia dalam julmlah yang 

selbanyak-banyaknya. Pada hakelkatnya melnulrult telori ini belrtuljulan hulku lm 

adalah manfaat dalam melnghasilkan kelselnangan aaul kelbahagiaan yang 

telrbelsar bagi julmlah orang yang banyak. Melnulrult U ltrelcht, hulku lm 

melnjamin adanya kelpastian hulkulm dalam pelrgaullan manulsia. anggapan 

U ltrelcht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hulkulm ulntu lk 

                                                           
19 Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum 

Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2 Juni, 2016, h. 

286. 
20 Muhammad Reza, Kepastian Hukum, melalui https://www.metrokaltara.com/kepastian-

hukum/, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.00 
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melnjaga kelpelntingan tidap manulsia sulpaya kelpelntingan itul tidak dapat 

diganggul (melngandulng pelrtimbangan kelpelntingan mana yang lelbih belsar 

dari pada yang lain).
21

 

Melnulrult Mochtar Kulsulmaatmadja dalam Suldikno Melrtulkosulmo belrtuljulan 

pokok dan pelrtama dari hulkulm adalah keltelrtiban, kelbultulhan, akan 

keltelrtiban ini melrulpakan syarat pokok (fulndamelntal) bagi adanya sulatu l 

masyarakat manulsia yang telratulr. Tuljulan lain dari hulkulm adalah 

telrcapainya keladilan yang belrbelda-belda isi dan ulkulrannya melnulrult 

masyarakat dan zamannya. Melnulrult Schulit tellah melmpelrinci ciri-ciri 

keladaan telrib selbagai belrikult dapat dipelrkirakan, kelrjasama, pelngelndalian 

kelkelrasan, kelselsulaian, langgelng, mantap, belrjelnjang, keltaatan, tanpa 

pelrsellisihan kelselragaman, kelbelrsamaan, sulrulhan, kelbelrulrultan, corak lahir 

dan telrsulsuln.
22

 

c. Keladilan 

Kata keladilan belrasal dari aadiluln yang belrasal dari bahasa Arab, dalam 

bahasa Inggris diselbult delngan julsticel melmiliki pelrsamaan belrbagai bahasa 

melmiliki pelrsamaan arti delngan julstitia dalam bahasa latin, julstel dalam 

bahasa Prancis, julsto dalam bahasa Spanyol, gelrelcht dalam bahasa Jelrman. 

Namuln jika kita lihat delfelnisi yang diultarakan olelh kamuls belsar Indonelsia 

keladilan iul adalah sama belrat, tidak belrat selbellah, belrpihak kelpada yang 

belnar belrpelgang pada kelbelnaran, selpatulnya, tidak selwelnang-welnang. Ada 

                                                           
21 Muhammad Ridwansyah, Op.Cit, h. 290. 
22 Ibid. 
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belbelrapa pelndapat ahli telntang keladilan itul antara lain dapat dikeltahu li 

selbagai belrikult:
23

 

1) Helnry Campbelll Black melngaakan keladilan itul selbagai pelmbagian 

yang konstan dan telruls melnelruls ulntulk melmbelrikan hak seltiap orang. 

2) Noah Welbstelelr melngatakan keladilan itu l melrulpakan prinsip ulmulm 

telntang kellayakan (fairnelss) dan pelnggulnaan kelkulasaan ulntu lk 

melmpelrtahankan apa yang belnar (right), adil ataul selsulai hulkulm. 

3) Keladilan melnulrult filosof Jelrman Schopelnhulelar bahwa hal yang paling 

pelnting itul dari sulatul keladilan adalah prinsip nelminelm laeldelrel, yau l 

prinsi ulntulk melnghindari tindakan yang melnyelbabkan pelndelritaan, 

kelrulgian, dan rasa sakit bagi orang lain. 

4) Melnulrult Plato, keladilan melrulpakan nilai kelbijakan yang telrtinggi. 

5) Melnulrult ahli hulkulm H. L. A. Hart melnyatakan bahwa nilai kelbajikan 

yang paling lelgal (thel most lelgal of virtu lels) ataul delngan melnjamin 

istilah Cicelro, keladilan adalah habituls animi yakni melrulpakan atribult 

pribadi (pelrsonal atribult). 

6) Jhon Rawls belrpelndapat bahwa keladilan itul melrulpakan fokuls ultama 

dari sistelm hulkulm dan keladilan tidak dikorbankan karelna ada du la 

prinsip jika lihat bulkulnya, pelrtama; elach pelrson is to havel and elqulal 

right to thel most elxtelnsivel basic libelrty compatiblel with a smiliar 

libelrty for othelrs. Keldula; social and elconomic inelqulalititiels arel to bel 

arrangeld so thely arel both a, relasonably elxpelcteld to bel elvelryone l 

advantagel and, b. Attacheld to positons and officels opeln to all. 

                                                           
23 Ibid, h. 284. 
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2.2.   Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

1.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana 

Selbellulm melmbahas melngelnai pelngelrtian pellakul tindak pidana, telrlelbih 

dahullul akan diulraikan melngelnai delfinisi dari tindak pidana. pelngelrtian tindak 

pidana dalam Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana ataul KU lHP, dikelnal delngan 

istilah Strafbaarfelit dan dalam kelpulstakaan telntang hulkulm pidana selring 

melmpelrgulnakan istilah dellik, seldangkan pelmbulat u lndang-ulndang melrulmulskan 

sulatul ulndang-ulndang melmpelrgulnakan istilah pelristiwa pidana ataul pelrbulatan 

pidana ataul tindak pidana. Dalam rangka mellihat pelngistilahan ini selcara telpat, 

maka pelrlul ditinjaul dari bahasa aslinya, yakni bahasa Bellanda delngan istilah 

“strafbaar felit”. Helleln Sulgelsti melngartikan selcara kelbahasaan strafbaar selbagai 

“dikelnakan hulkulman”, seldangkan “felit” diartikan “kelnyataan”. Artinya, apabila 

digabulngkan dapat dimaknai selbagai sulatul fakta (kelnyataan) yang dapat 

dikelnakan hulkulm.
24

 

Para pakar asing hulkulm pidana melnggulnakan istilah “tindak pidana”, 

“pelrbulatan pidana”, ataul “pelristiwa pidana” delngan istilah:
25

 

a. Strafbaar Felit adalah pelristiwa pidana; 

b. Strafbarel Handlulng ditelrjelmahkan delngan “pelrbulatan pidana”, yang 

digulnakan olelh para Sarjana Hulkulm Pidana Jelrman; dan 

c. Criminal Act ditelrjelmahkan delngan istilah “Pelrbulatan Kriminal”. 

Dellik yang dalam bahasa Bellanda diselbult Strafbaarfelit, telrdiri atas tiga 

kata, yaitul Straf, baar, dan felit, yang masing-masing melmiliki arti:
26

 

1) Straf diartikan selbagai pidana dan hulkulm; 

                                                           
24 Imron Rosyadi, Hukum Pidana, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 49. 
25 Ibid. 
26 Ibid, h. 50. 
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2) Baar diartikan selbagai dapat dan bolelh; 

3) Felit diartikan selbagai tindak, pelristiwa, pellanggaran dan pelrbulatan. 

Moelljatno melngatakan “pelrbulatan pidana hanya melnulnjulk kelpada sifat 

pelrbulatan saja, yaitul sifat dilarang dngan ancaman pidana kalaul dilanggar. 

Sellanjultnya Moelljatno melnyatakan, pelrulmulsan tindak pidana hanya melmulat tiga 

hal, yaitul sulbjelk dellik yang dituljul olelh norma hulkulm (norm addrelssaat), 

pelrbulatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat). Keltiga hal 

ini melrulpakan masalah kriminalisasi yang telrmasulk dalam lingkulp tindak pidana. 

selbaliknya pelrtanggulngjawaban pidana hanya melmpelrsoalkan selgi-selgi sulbjelktif 

dari pelmbulat tindak pidana. dalam tahap ini, pelrsoalan tidak lagi belrkisar pada 

masalah pelrbulatan dan sifat mellawan hulkulmnya, mellainkan belrkaitan delngan 

dalam keladaan bagaimanakah pelmbulat dapat dipelrtanggulngjawabkan atas tindak 

pidana.
27

 

Seljalan delngan pandangan Moelljatno, melnulru lt Roelslan Salelh, mellakulkan 

sulatul tindak pidana, tidak sellalul belrarti pelmbulatnya belrsalah atas hal itul. U lntulk 

dapat dipelrtanggulngjawabkan selselorang dalam hulku lm pidana dipelrlulkan syarat-

syarat ulntulk dapat melngelnakan pidana telrhadapnya, karelna mellakulkan tindak 

pidana telrselbult. Delngan delmikian, sellain tellah mellakulkan tindak pida, 

pelrtanggulngjawaban pidana hanya dapat ditulntult keltika tindak pidana dilakulkan 

delngan “kelsalahan” adalah dapat dicellanya pelmbulat tindak pidana.
28

 

Pompel melngartikan strafbaarfelit yaitul sulatul pellanggaran norma atau l 

ganggulan telrhadap telrtib hulkulm yang delngan selngaja ataulpuln delngan tidak 

selngaja tellah dilakulkan olelh selorang pellakul, dimana pelnjatulhan hulkulman 

                                                           
27 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 5. 
28 Ibid. 
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telrhadap pellakul telrselbult adalah pelrlul delmi telrpelliharanya telrtib hulkulm. 

seldangkan simons melrulmulskan strafbaarfelit adalah sulatul tindakan mellanggar 

hulkulm yang tellah dilakulkan delngan selngaja olelh selselorang yang dapat 

dipelrtangulngjawabkan atas tindakannya dan yang olelh ulndang-ulndang tellah 

dinyatakan selbagai sulatul tindakan yang dapat dihulkulm.
29

 

Pellakul tindak pidana (Dadelr) melnulrult doktrin adalah barang siapa yang 

mellaksanakan selmula ulnsulr-ulnsulr tindak pidana selbagai mana ulnsulr-ulnsulr 

telrselbult dirulmulskan di dalam ulndang-ulndang melnulrult KU lHP, yang antara lain 

selbagai belrikult:
30

 

a) Melraka yang mellakulkan, yang melnyulrulh mellakulkan, dan yang tulrult selrta 

mellakulkan pelrbulatan; 

b) Melrelka yang delngan melmbelri ataul melnjanjikan selsulatul delngan 

melnyalahgulnakan kelkulasaan ataul martabat, delngan kelkelrasan, ancaman 

ataul pelnye lsatan, ataul delngan melmbelri kelselmpatan, saranan atau l 

keltelrangan, selngaja melnganjulrkan orang lain sulpaya mellakulkan 

pelrbulatan. 

Pellakul adalah orang yang mellakulkan tindak pidana yang belrsangkultan, 

dalam arti orang yang delngan sulatul kelselngajaan ataul sulatul tidak selngajaan selpelrti 

yang diisyaratkan olelh ulndang-ulndang tellah melnimbu llkan sulatul akibat yang tidak 

dikelhelndaki olelh ulndang-ulndang, baik itul melrulpakan ulnsulr-ulnsulr sulbjelktif 

maulpuln ulnsulr-ulnsulr obye lktif, tanpa melmandang apakah kelpultulsan ulntulk 

mellakulkan tindak pidana telrselbult timbull dari dirinya selndiri ataul tidak karelna 

                                                           
29 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Tanggerang Selatan: PT. Nusantara 

Persada Utama, 2017), hal. 37. 
30 Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Krupsi, Transaksi Keuangan dan Pencucian Uang, 

melalui http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf, di akses pada tanggal 18 Mei 2023, 

Pukul 13.00 Wib. 
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gelrakan olelh pihak keltiga. Mellihat ulraian telrselbult, dapat dikatakan bahwa orang 

yang dapat dinyatakan selbagai pellakul tindak pidana dapat dikellompokkan 

keldalam belbelrapa macam antara lain:
31

 

(1) Orang yang mellakulkan (dadelr plageln), orang ini belrtindak selndiri ulntulk 

melwuljuldkan selgala maksuld sulatul tindak pidana. 

(2) Orang yang melnyulrulh mellakulkan (doeln plageln) dalam tindak pidana ini 

pelrlul paling seldikit dula orang yaitul orang yang melnyulrulh mellakulkan dan 

orang yang melmpelralat orang lain ulntulk mellakulkan tindak pidana, jadi 

bulkan pellakul u ltama yang mellakulkan tindak pidana, teltapi delngan bantulan 

orang lain yang hanya melrulpakan alat saja. 

(3) Orang yang tulru lt mellakulkan (meldel plageln), tu lrult mellakulkan artinya disini 

ialah mellakulkan belrsama-sama. Dalam tindak pidana ini pellakulnya paling 

seldikit haruls ada dula orang yaitul yang mellakulkan (dadelr plageln) dan 

orang yang tulru lt mellakulkan (meldel plageln). 

(4) Orang yang delngan selngaja melmbuljulk atau l melnggelrakkan orang lain 

ulntulk mellakulkan tindak pidana (ulit lokkeln), telrdapat syarat-syarat ulit 

lokkeln yaitul: 

(a) Haruls adanya selselorang yang melmpulnyai kelhelndak ulntulk mellakulkan 

tindak pidana. 

(b) Haruls ada orang lain yang digelrakkan ulntu lk mellakulkan tindak pidana 

(c) Cara melnggelrakkan haruls melnggulnakan salah satul daya ulpaya yang 

telrselbult di dalam Pasal 55 ayat (1) sulb 2el (pelmbelrian, pelrjanjian, 

ancaman, dan lain selbagainya) 

                                                           
31 Ibid. 
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(d) Orang yang digelrakkan haruls belnar-belnar mellakulkan tindak pidana 

selsulai delngan kelinginan orang yang melnggelrakkan. 

Pellakul adalah orang yang mellakulkan keljahatan ataul tindak pidana. 

Dalam hulkulm pidana ada belbelrapa pihak yang dapat dikatelgorikan selbagai 

pellakul, antara lain selbagai belrikult :
32

 

1. Orang yang mellakulkan 

2. Orang yang tulru lt mellakulkan 

3. Orang yang melnyulrulh mellakulkan 

4. Orang yang melmbuljulk mellakulkan 

5. Orang yang melmbantul mellakulkan 

Selbagai pihak yang mellakulkan pelrbulatan keljahatan ataul tindak pidana, 

pellakul dianggap selbagai orang yang melnimbullkan kelrulgian bagi korban, kellularga 

korban, dan masyarakat. Walaul delmikian, pellakul julga tulrult melngalami dampak 

dari pelrbulatan jahat yang dilakulkannya. Pellakul tindak pidana adalah orang yang 

mellakulkan keljahatan ataul selring diselbult “pelnjahat”. Pellakul tindak pidana (dadelr) 

melnulrult doktrin adalah barang siapa yang mellaksanakan selmula ulnsulr-ulnsulr 

tindak pidana selbagaimana ulnsulr-ulnsulr telrselbult diru lmulskan di dalam U lndang-

U lndang.
33

 

1.2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana 

Tellah banyak sarjana ataul para pakar melngelmulkakan faktor-faktor 

pelnye lbab timbullnya tindak pidana selsulai delngan kelahliannya, selhingga faktor-

faktor yang dikelmulkakan belrbelda-belda dan dapat pu lla melnimbullkan pelnafsiran 

                                                           
32 Nursariani Simatupang dan Faisal,  Kriminologi Suatu Pengantar, (Medan: CV Pustaka 

Prima, 2017), h. 136. 
33 Sahat Marulit Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 

2021), h. 19. 
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yang belrbelda satul delngan lainnya. Karelna itul, faktor pelnyelbab timbullnya tindak 

pidana adalah sangat komplelks dan antara faktor yang satul delngan faktor yang 

lainnya dapat saling belrhulbulngan dan belrpelngaru lh telrhadap faktor lainnya. 

Sulthelrland melngelmulkakan bahwa: tindak pidana adalah hasil dari faktor-faktor 

yang belranelka ragam dan belrmacam-macam, dan faktor-faktor yang melnelntulkan 

saat ini dan ulntulk sellanjultnya tidak bisa disulsuln melnulrult sulatul keltelntulan yang 

belrlakul ulmulm tanpa ada pelngelculalian.
34

 

Addullsyani melnyatakan bahwa selbab-selbab timbullnya tindak pidana dapat 

dijulmpai dalam belrbagai faktor-faktor yang dapat melnimbullkan pelrbulatan tindak 

pidana, faktor-faktor telrselbult antara lain:
35

 

a. Faktor Intelrnal 

Faktor intelrnal dibagi dula bagian, yaitul: 

1) Faktor intelrnal yang belrsifat khulsuls, yaitul keladaan psikologis diri 

individul, antara lain sakit jiwa, daya elmosional, relndahnya melntal, 

kelbingulngan. 

2) Faktor intelrnal yang belrsifat ulmulm, dapat dikatelgorikan atas belbelrapa 

macam, yaitul ulmulr, jelnis kellamin, kelduldulkan individul di dalam 

masyarakat, pelndidikan individul, masalah relkrelasi ataul hibulran 

individul. 

Faktor intelrnal yaitul faktor yang melnjadi pelnyelbab manulsia mellakulkan 

tindak pidana yang dimana faktor telrselbult belrasal dari dalam dirinya selndiri. 

Faktor intelrnal melrulpakan faktor yang paling dominan yang melmpelngarulhi 

selselorang mellakulkan tindak pidana. Abdull Syani melngatakan, salah satul faktor 

                                                           
34 Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah 

Pertambangan Poboya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014, h. 4. 
35 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op.Cit, h. 127. 
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intelrnal yang melnjadi pelnyelbab orang mellakulkan tindak pidana adalah relndahnya 

moralitas orang telrselbult. moral selselorang dibelntulk seljak saat dia masih belrulsia 

anak-anak. pada ulsia anak-anak, pelndidikan dari orangtula adalah aspelk yang 

paling dominan belrpelngarulh. Di ulsia anak-anak pelndidikan moral dari orangtu la 

akan belrpelngarulh selbelsar 70% seldangkan lingkulngan sosial hanya 30%. 

Sellanjultnya moral akan belrkelmbang delngan selndirinya selsulai ulmulr orang 

telrselbult dan dipelngarulhi pelrkelmbangannya olelh kelhidulpan yang dia jalani. 

Selbaliknya, sellelpas dari masa anak-anak, pelndidikan moral orang tula hanya akan 

belrpelngarulh selbelsar 30% seldangkan lingkulngan sosial telmpat selselorang belrgaull 

akan belrpelngarulh selbelsar 70%. Moralitas selselorang melrulpakan kulnci bagi 

kelhidulpan orang telrselbult. relndahnya moral selselorang akan belrdampak pada 

pelrilakulnya yang celndelrulng mellakulkan tindak pidana.
36

 

b. Faktor Elkstelrnal 

Faktor-faktor ini belrpokok pangkal pada lingkulngan di lular dari diri 

manulsia (elkstelrn) telrultama hal yang melmpulnyai hulbulngan delngan 

timbullnya pelrbu latan tindak pidana.
37

 

1) Faktor Elkonomi 

Pada ulmulmnya faktor elkonomi melmpulnyai hulbulngan delngan 

timbullnya tindak pidana. Pelrkelmbangan pelrelkonomian di abad modelrn, 

keltika tulmbu lh pelrsaingan belbas, melnghidu lpkan daya minat konsulme ln 

delngan melmasang iklan-iklan dan selbagainya. hal ini celndelrulng 

melnimbullkan kelinginan-kelinginan ulntulk melmiliki barang ataul ulang 

selbanyak-banyaknya selhingga delngan delmikian, selselorang melmpulnyai 

                                                           
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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kelcelndelrulngan pulla ulntulk melmpelrsiapkan diri dalam belrbagai cara 

pelnipulan dan selbagainya. 

2) Faktor Agama 

Norma-norma yang telrkandulng di dalam agama selmula melngajarkan 

kelbelnaran dan kelbaikan, dan agama itul selnantiasa dan melmbimbing 

manulsia kel arah jalan yang diharulskan, selhingga jika manulsia belnar-

belnar melngalami dan melngelrti telntang isi agamanya, maka selnantiasa 

akan melnjadi manulsia yang baik pulla, tidak akan belrbulat hal-hal yang 

melrulgikan orang lain telrmasulk pelrbulatan pidana. Selbaliknya, jika 

agama itul tidak belrfulngsi bagi manulsia, hanya selkeldar lambang saja, 

maka tidak belrarti sama selkali, bahkan iman manulsia akan melnjadi 

lelmah. Kalau l suldah delmikian keladaannya, maka orang muldah selkali 

ulntulk mellakulkan hal-hal yang bulrulk karelna sosialnya tadi tidak kulat 

dan muldah mellakulkan tindak pidana. 

3) Faktor Bacaan 

Faktor yang dapat melnimbullkan tindak pidana yaitul faktor bacaan yang 

bulrulk, pronografi, keljahatan contohnya mu llai dari celrita-celrita, gambar 

elrotic, dan yang belrhulbulngan delngan selks, selhingga celndelrulng dapat 

melmbelrikan dorongan telrhadap pelrbulatan-pelrbulatan yang mellanggar 

hulkulm. 

4) Faktor Iklan (telrmasulk tellelvisi) 

Pelngarulh film telrhadap timbullnya tindak pidana hampir sama delngan 

pelngarulh bacaan, hanya beldanya telrleltak pada khayalan si pelmbaca 

ataul pelnonton. Bacaan dapat melnimbullkan khayalan selcara tidak 
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langsulng telntang keljadian yang dibacanya, seldangkan pelnononton 

dapat langsulng melnganalogikan dirinya pada film yang seldang 

ditontotnya.  

2.3. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum 

1.3.1.  Pengertian Ketertiban Umum 

Melnulrult Kamuls istilah hulkulm, telrtib dalam bahasa Bellanda adalah 

Relchtsordel yaitul keladaan dalam masyarakat belrjalan selpelrti ayang yang 

dikelhelndaki dan melnjadi tuljulan dari hulkulm dan selgala selsulatul dilakulkan selsulai 

dan sellalul didasarkan pada hulkulm.
38

 Keltelrtiban belrasal dari kata dasar “telrtib” 

yang belrarti telratulr, melnulrult atulran; rapi. Seldangkan keltelrtiban yaitul pelratulran 

(di masyarakat dan selbagainya); ataul keladaan selrba telratulr baik. Melnulrult Kamuls 

Hulkulm, telrtib adalah keltelrtiban adakalanya diartikan selbagai “keltelrtiban, 

kelseljahtelraan, dan kelamanan”, ataul disamakan delngan keltelrtiban ulmulm, ataul 

sinonim dari istilah “keladilan”, dan atulran, pelratulran yang baik, misalnya telrtib 

acara atulran dalam sidang (rapat dan selbagainya), acara program, telrtib hulku lm 

yaitul atulran yang belrtalian hulkulm, keltelrtiban artinya atulran pelratulran, kelsopanan, 

pelrikellakulan yang baik dalam pelrgaullan, kelsadaran selrta telratulr baik”.
39

 

Melnulrult M. Yahya Harahap keltelrtiban ulmu lm melmiliki makna lulas dan 

bisa dianggap melngandulng arti melndula (ambigulity). Dalam praktik belrbagai 

pelnafsiran telntang arti dan makna keltelrtiban ulmulm, antara lain adalah selbagai 

belrikult:
40

 

 

                                                           
38 Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188. 
39 S Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2009), h. 30. 
40 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56. 
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a. Pelnafsiran Selmpit 

Melnulrult pelnafsiran selmpit arti dan lingkulp keltelrtiban ulmulm yaitul : 

1) Hanya telrbatas pada keltelntulan hulkulm positif saja; 

2) Delngan delmikian yang dimaksuld delngan pellanggar ataul belrtelntangan 

delngan keltelrtiban ulmulm, hanya telrbatas pada pellanggaran telrhadap 

keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan saja; 

3) Olelh karelna itul, pultulsan arbitrasel yang belrtelntangan ataul mellanggar 

keltelrtiban u lmulm ialah pultulsan yang mellanggar ataul belrtelntangan 

delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan Indonelsia. 

Selbagai contoh, yaitul pellanggaran yang dilakulkan olelh belbelrapa 

peldagang kaki lima yang belrjulalan di trotoar ataul bahul jalan. Yang 

dilakulkan peldagang kaki lima tellah mellanggar Pelratulran Daelrah yang 

belrlakul disulatul wilayah telrselbult dan belrhak melndapatkan sanksi selsulai 

delngan apa yang dilanggarnya. 

b. Pelnafsiran Lulas 

Pelnafsiran lulas tidak melmbatasi lingkulp dan makna keltelrtiban ulmulm pada 

keltelntulan positif saja. 

1) Akan teltap mellipulti selgala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hulkulm yang 

hidulp dan tulmbulh dalam kelsadaran masyarakat. 

2) Telrmasulk kel dalamnya nilai-nilai kelpatultan dan prinsip keladilan ulmu lm 

(gelnelral julsticel principlel) 

3) Olelh karelna itul, pultulsan arbitrasel asing yang mellanggar atau l 

belrtelntangan delngan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidulp dalam 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

30 
 

kelsadaran dan pelrgaullan lalul lintas masyarakat ataul yang mellanggar 

kelpatultan dan keladilan. 

Selbagai contoh, yaitul pellanggaran telrhadap pelmakai narkoba atau l 

kasuls narkoba, sellain melndapatkan sanksi karelna mellanggar hulku lm 

positif yakni U lndang-U lndang Nomor 35 Tahuln 2009 julga belrhak 

melnelrima sanksi belrulpa dikulcilkan olelh masyarakat selkitar. 

c. Belrpeldoman kelpada Bab V KUlHP (Pasal 154-Pasal 181) 

Dalam Bab V KUlHP yang telrdiri dari Pasal 154 sampai Pasal 181 diatu lr 

belrbagai belntulk tindakan keljahatan telrhadap keltelrtiban ulmulm. 

1.3.2.  Unsur Tindak Pidana Ketertiban Umum 

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang 

meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, 

sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum 

diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-

benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materiil atau upaya penal dalam 

menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum serta 

penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum 

yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan 

membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.
41

  

Tindak pidana mengganggu ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 

170 KUHP, Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan dengan 

tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang, yang berbunyi Barang 

siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan 

                                                           
41 Bambang Hartono & dkk, Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat (Studi 

Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/Pn.Tjk), JHM, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 39. 
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kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta yang bersalah diancam dengan pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang 

atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dan dengan pidana 

penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat 

dan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan maut.
42

 

Menurut KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, 

unsurunsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut
43

:  

a. Dimuka umum yang dimaksud dimuka umum yaitu kejahatan yang 

dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.  

b. Bersama-sama melakukan kekerasan yaitu melakukan kekerasan 

sedikitdikitnya 2 (dua) orang atau lebih, orang-orang yang hanya 

mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat 

dikenakan Pasal 170 KUHP.  

c. Barangsiapa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa 

saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur 

barang siapa adalah subyek/pelaku dari peristiwa  

d. Menyebabkan suatu luka yang dimaksud menyebabkan suatu luka abapila 

kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si 

pembuat.  

e. Luka berat pada tubuh dalam penjelasan Pasal 90 KUHP dinyatakan luka 

berat pada tubuh yaitu:  

                                                           
42 Ibid., hlm. 39-40. 
43 Ibid., hlm. 43.  
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1) Jika luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya bila dapat 

disembuhkan dengan tidak mendatangkan bahaya maut tidak 

digolongkan dengan luka berat.  

2) Selalu tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan. Apabila 

keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak 

dapat di kategorikan luka berat, misalnya seorang penyanyi yang luka 

kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi lagi untuk 

selamalamanya, termasuk luka berat.  

3) Tidak menggunakan salah satu panca inderanya, yang dimaksud panca 

indra ialah penglihatan, pendengaran, apa yang dirasakan oleh lidah 

dan terdapat diseluruh tubuh. Karena dengan matanya yang lain masih 

dapat melihat dan telingnya yang lain masih dapat mendengar. 

4) Perubahan tubuh menjadi buruk kehilangan atau rusak anggota tubuh 

misalnya hidungnya rompong dan telinganya putus, jari tangan atau 

kaki teriris dan lain sebagainya.  

5) Tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.  

6) Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu. Pikirannya terganggu, 

kacau tidak dapat berpikir dengan normal. Untuk dapat digolongkan 

luka berat maka keadaan seperti ini harus berjalan lebih dari 4 (empat) 

minggu apabila kurang dari 4 (empat) minggu tidak dapat dikatakan 

luka berat.  

7) Menyebabkan matinya orang. 

8) Gugurnya atau matinya anak yang dikandung oleh seorang ibu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.   Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Waktul pelnellitian melrulpakan waktul yang digulnakan dalam pelnellitian 

ini yang dilaksanakan seljak tanggal ditelrimanya juldull pada bullan Marelt 2022 

sampai delngan Novelmbelr 2022, yang mellipulti, pelngulmpullan data, pelngolahan 

data dan prosels bimbingan, selminar proposal, selminar hasil selrta akan belrlanjult 

sampai delngan sidang melja hijaul.  

3.1.2. Tempat Penelitian 

Telmpat pellaksanaan pelnellitian ini adalah di Pelngadilan Nelgelri Meldan 

yang belralamat di Jalan Pelngadilan Nomor 8, Kellulrahan Peltisah Telngah, 

Kelcamatan Meldan Peltisah, Kota Meldan, Sulmatelra U ltara, Kodel Pos 20236.  

No Kegiatan 

Bulan-Tahun 

Mei-

Juni 

2023 

Juni-

Juli 

2023 

Agust

us 

2023 

Sept 

Okto 

2023 

Des 

2023 

Jan 

2023 

Feb 

2023 

1 Pelngajulan juldull        

2 Pelnullisan 

proposal 

       

3 Selminar proposal        

4 Pelrbaikan 

proposal dan 

pelnullsian skripsi 

       

5 Selminar hasil        

6 Pelrbaikan 

selminar hasil 

       

7 Sidang Akhir        
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3.2.   Metodologi Penelitian 

3.2.4. Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian pada pelnellitian ini adalah yulridis normatif. Pelnellitian 

yu lridis normatif melrulpakan meltodologi pelnellitian hu lkulm yang dilakulkan delngan 

cara melnelliti bahan pulstaka delngan melnellaah pelndelkatan telori-telori, konselp-

konselp, melngkaji pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrsangkultan delngan 

pelnellitian ini ataul pelndelkatan pelrulndang-ulndangan. Pelnellitian yulridis normatif 

adalah pelnellitian hulkulm yang melleltakkan hulkulm selbagai selbulah bangulnan 

sistelm norma. Sistelm norma yang dimaksuld adalah melngelnai asas-asas, norma, 

kaidah dari pelratulran pelrulndangan, pelrjanjian selrta doktrin (ajaran). Pelnellitian 

normatif ini yaitul pelnellitian telrhadap sistelmatika hu lkulm yang belrtuljulan ulntulk 

melngadakan idelntifikasi telrhadap pelngelrtian-pelngelrtian ataul dasar dalam 

hulkulm.
44

 Jelnis pelnellitian ini digulnakan karelna pelnelliti ingin melngkaji 

PElNElGAKAN HUlKUlM PIDANA BAGI PElLAKU l TINDAK PIDANA 

TElRHADAP KElTElRTIBAN UlMU lM. 

3.2.2.   Jenis Data 

Pelnellitian ini melnggulnakan 2 sulmbelr data yaitul data primelr yang diambil 

langsulng kel lapangan (fielld relselarch) delngan mellakulkan wawancara in delpth 

delngan narasulmbelr dan data selkulndelr yang telrdiri dari bahan hulkulm primelr, 

selkulndelr, dan telrsielr yang dipelrolelh mellaluli stuldi kelpulstakaan (library relselarch). 

Pelnellitian ini melnggulnakan data primelr dan data selkulndelr. Data primelr 

diambil langsulng mellaluli telknik wawancara delngan Majellis Hakim di Pelngadilan 

Nelgelri Meldan dan data selkulndelr adalah data yang melncakulp dokulmeln-dokulmeln 

                                                           
44 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 93.  
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relsmi, bulkul-bulkul peldoman hulkulm, pelratulran pelrulndang-ulndangan dan karya-

karya ilmiah yang selsu lai delngan pelnullisan skripsi ini yakni selbagai belrikult:  

a. Data selkulndelr 

Data selkulndelr telrdiri dari: 

1) Bahan Hu lkulm Primelr 

Bahan Hu lkulm Primelr adalah bahan hu lkulm yang melngikat, yang 

digulnakan dalam pelnellitian selpelrti pelratulran pelrulndang-ulndangan 

yang belrlakul. Bahan hulkulm primelr yang digulnakan dalam pelnellitian 

ini adalah: 

a) Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana (KU lHP); 

b) U lndang-U lndang Nomor 2 Tahuln 2002 Telntang Kelpolisian 

Nelgara Relpulblik Indonelsia; 

c) Pelratulran Pelmelrintah Relpulblik Indonelsa Nomor 16 Tahuln 2018 

Telntang Satulan Pamong Praja. 

d) Pelratulran Pelrulndang-ulndangan lainnya yang ada kaitannya 

delngan pelmbahasan pelnellitian ini. 

2) Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Bahan Hulkulm Selkulndelr adalah bahan hulkulm yang melmbelrikan 

pelnjellasan melngelnai bahan hulkulm primelr. Bahan hulkulm selkulndelr 

yang digulnakan dalam pelnellitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil 

pelnellitian, dan bulkul-bulkul peldoman hu lkulm. 

3)   Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan Hulkulm Telrsielr adalah bahan hu lkulm yang melmbelri peltulnjulk 

maulpuln pelnjellasan telrhadap bahan hulkulm primelr dan bahan 
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hulkulm selkulndelr belrulpa kamuls bahasa Indonelsia, kamuls bahasa 

Inggris, kamuls hulkulm, intelrnelt, majalah dan sulrat kabar. 

Data selkulndelr dalam pelnellitian ini dipelrolelh mellaluli stuldi kelpulstakaan 

dan dokulmeln yang ada, litelratulr-litelratulr, majalah-majalah, tullisan ilmiah para 

ahli dan lain-lain yang dapat dikulmpullkan selhingga melmbantul pelnullis dalam 

melnjawab pelrmasalahan. 

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 

Alat yang digu lnakan ulntulk melnjawab pelrmasalahan dalam pelnellitian ini, 

yaitul mellaluli pelngulmpullan data delngan cara selbagai belrikult: 

1. Stuldi Kelpulstakaan (Library Relselach) 

Stuldi kelpulstakaan ini dilakulkan delngan maksuld ulntulk melmpelrolelh data 

selkulndelr. Data selkulndelr telrselbult dipelrolelh mellaluli kajian telrhadap 

pelrjanjian telrtu llis antara keldula bellah pihak, kelgiatan stuldi kelpulstakaan 

delngan cara melmbaca, melngultip bulkul-bu lkul, majalah, julrnal, selrta 

litelratulrel lainnya yang belrkaitan delngan pokok pelnellitian. 

2. Stuldi Lapangan (Fielld Relselarch) 

Stuldi lapangan melnggulnakan wawancara dilakulkan delngan maksuld ulntulk 

melmpelrolelh data pelndulkulng bagi data selku lndelr. Wawancara nantinya 

akan dilakulkan delngan melngambil narasulmbelr-narasulmbelr Majellis 

Hakim di Pelngadilan Nelgelri Meldan. 
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3.2.4.   Analisis Data 

Pelngolahan data yang didapatkan dari hasil pelnellulsulran kelpulstakaan atau l 

stuldi dokulmeln, maka hasil pelnellitian nantinya akan melnggulnakan analisis 

kulalitatif. Analisis data selcara kulalitatif dalam hal ini dilakulkan telrhadap data 

yang belrulpa informasi, ulraian dalam belntulk bahasa prosa yang kelmuldian 

dikaitkan delngan data lainnya ulntulk melndapatkan keljellasan telrhadap sulatu l 

kelbelnaran ataul selbaliknya, selhingga melmpelrolelh gambaran barul ataulpuln 

melngulatkan sulatul gambaran delngan belntulk delskriptif. 

Data yang nantinya tellah belrhasil dikulmpullkan maka akan pilah dan diolah 

kelmuldian data akan dianalisis selcara kulalitatif dan dilakulkan pelmaparan data 

yang didapat dari informasi telrselbult kelmuldian dijellaskan delngan selwajarnya 

selcara delskriptif delngan tidak melnghilangkan sifat kelilmiahannya. Dalam 

pelnellitian ini dimaksuldkan agar dapat melnggambarkan keladaan yang selbelnarnya 

telntang PElNElGAKAN HUlKUlM PIDANA BAGI PElLAKU l TINDAK PIDANA 

TElRHADAP KElTElRTIBAN UlMU lM. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Melruljulk pada pelmbahasan di atas, maka disimpullkan hal-hal belrikult: 

1. Pelngatulran hulkulm pidana bagi pellakul keljahatan telrhadap keltelrtiban 

ulmulm di Indonelsia diatulr dalam keltelntu lan Pasal 170 KU lHP yang 

melmulat telntang tindak pidana kelkelrasan delngan telnaga belrsama di 

mulka ulmulm telrhadap orang ataul barang dan Pasal 358 KU lHP Pasal ini 

julga selring ditelrapkan pada pasal pelnyelrangan ataul pelrkellahian yang 

dilakulkan olelh gelrombolan ataul kellompok yang dituljulkan kelpada 

individul telrtelntul ataul bahkan peltulgas telrtelntul dan tidak dimaksuldkan 

ulntulk melngganggul keltelrtiban ataul kelamanan pulblik. Belrdasarkan 

Pultulsan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn Pelnulntult U lmulm melnggulnakan 

dakwaan altelrnatif dalam melmbelrikan pelnghulkulman telrhadap telrdakwa 

Ghadafi yakni melnggulnakan Pasal 170 ayat (2) Kel-1 KU lHP dan Pasal 

187 kel-1 KUlHP yang melrulpakan keljahatan yang belrada pada Bab VII 

(Keljahatan Yang Melmbahayakan Kelamanan U lmulm Bagi Orang Atau l 

Barang) di mana pasal-pasal ini melngancamkan pidana telrhadap 

pelrbulatan melnyelbabkan kelbakaran, pelleltulsan, ataul banjir. 

2. Pelnelgakan hulkulm pidana bagi pellakul keljahatan telrhadap keltelrtiban 

ulmulm belrdasarkan Pultulsan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, dimana 

telrdakwa Ghadafi melmang telrlihat mellakulkan tindak pidana ini 

diselbabkan adanya dulkulngan dari lingku lngan. Dimana lingkulngan 

pelrtelmanannya muldah selkali telrpancing elmosi dan melndulkulng 
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pelrbulatannya selhingga pelnelgakan hulkulm yang dibelrikan olelh Majellis 

Hakim telrhadap Telrdakwa Mulhammar Ghadafi Pullulngan Als Gelpelng 

melyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana selcara belrsama-sama 

mellakulkan kelkelrasan telrhadap orang selbagaimana dalam dakwaan 

altelrnatif kelsatul delngan pidana pelnjara sellama 1 (satul) tahuln. 

B. Saran 

Adapuln saran yang dapat dibelrikan atas pelnellitian yang tellah 

dilakulkan ini yakni: 

1.   Bagi Pelmelrintah, sebaiknya dalam menerapkan pengaturan hukum 

terhadap tindak pidana ketertiban umum melalui Pasal 170 KUHP 

hendaknya juga mengakomondasi pemberian sanksi pidana yang berat 

dimaksudkan untuk memberikan dampak efek jera terhadap pelaku 

sehingga bagi pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama 

sekaligus sebagai pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan 

tindak pidana tersebut.   

2.   Bagi Aparat Pelnelgak Hulkulm, haruls melmpelrhatikan selcara selksama 

telrhadap pelnganjulr/pelmbuljulk, pelnghasult, dan pelmimpin dari tindak 

pidana Pasal 358 KUlHP pelrlul lelbih dipelrbelrat dan dibeldakan dari 

melrelka yang hanya selbagai orang yang dianjulrkan/dibuljulk, dihasult atau l 

dipimpin. 
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Daftar Wawancara Bersama Bapak Dr. Fahren SH,M.Hum 

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Ketertiban 

Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn) 

 

DRAFT WAWANCARA 

1. Apa saja pasal yang dijatulhkan majellis hakim dalam melnghulkulm pellaku l 

keljahatan keltelrtiban ulmulm? 

2. Telrhadap keljahatan keltelrtiban ulmulm ini telntul ada fakta bahwa tindakan 

pellakul tellah melngganggul dan melngancam kelsellamatan masyarakat, 

apakah ada pelmbelda telrhadap pelnjatulhan pasal bagi pellakul yang masih di 

tahap melnganggul masyarakat dan pellakul yang belrada di tahap melngacam 

kelsellamatan masyarakat misalnya: sampai mellulkai masyarakat? 

3. Melnulrult Bapak/Ibul, apa yang dimaksuld delngan pelrtimbangan hakim? 

4. Dalam melmbelrikan pelrtimbangan hakim, telntul hakim melmiliki 

kelwelnangan telrhadap pelnafsiran hakim. Bagaimana Bapak/Ibul sellaku l 

Majellis Hakim sellama ini melnjalankan pelnafsiran hakim telrselbult? Apakah 

ada proseldulrnya ataul bagaimana? 

5. Bagaimana pelrtimbangan hakim dalam melnelntulkan ulnsulr-ulnsulr 

pelrtanggulngjawaban selhingga hakim melnyimpullkan bahwa selselorang 

telrselbult melrulpakan pellakul dari keljahatan keltelrtiban ulmulm? 

6. Apa saja hal-hal yang dapat melringankan selorang pellakul dari keljahatan 

keltelrtiban ulmulm? 

7. Apa saja hal-hal yang dapat melmpelrbelrat selorang pellakul dari keljahatan 

keltelrtiban ulmulm? 

8. Apakah Majellis Hakim dalam melmandang pellakul selbagai pellakul dari 

keljahatan keltelrtiban ulmulm masih melmpelrtimbangkan faktor-faktor 

pelnye lbab/motif pellakul mellakulkan tindakan telrselbult? 

9. Belrdasarkan Pu ltulsan yang seldang saya telliti, bahwa Mulhammad Ghadafi 

Pullulngan Alias Gelpelng belrdasarkan pelrbulatannya, delngan selngaja 

melnimbullkan kelbakaran ataul leldakan ataul banjir yang dapat melnimbullkan 

bahaya ulmulm bagi barang-barang dan orang. Namuln pada fakta 

pelrsidangan, ia di tidak mellakulkannya selndirian. Bagaimana hakim dalam 

melmpelrtimbangkan pelnjatulhan pidana telrhadap pellakul gelpelng dan 

telmannya yang tulrult selrta? 

10. Melnulrult Bapak/Ibul, seljaulh mana ulrgelnsi pelnghulkulman telrhadap pellaku l 

keljahatan keltelrtiban ulmulm selcara pidana? Bulkankah tindakan ini 

selbelnarnya dapat disellelsaikan pada tahap relstorativel julsticel saja di tingkat 

kelpolisian? 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....



  

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/11/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/11/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mulki Algani S. Harahap - Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana ....




